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BAB V 

P E N U T U P 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian dan analisis tentang pembagian wewenang antara 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan otonomi khusus 

Papua maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Problematika pembagian wewenang antara pemerintah provinsi dengan 

pemerintah kabupaten/kota adalah : 

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua tidak mengatur secara jelas dan rinci wewenang 

penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi  khusus 

Papua, sehingga menimbulkan kesulitan membagi wewenang urusan 

pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota. 

b. Pemekaran Provinsi Papua tanpa mengindahkan Undang-Undang Nomor 

21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 74, Pasal 75 dan 

Pasal 76, mengakibatkan pembagian wewenang penyelenggaraan urusan 

pemerintahan mengalami kesulitan karena kabupaten/kota yang berada 

dalam wilayah Propinsi Irian Jaya Barat tidak dapat diatur dengan 

peraturan daerah Propinsi Papua, kendati dana otonomi khusus disalurkan 

ke kabupaten/kota dimaksud. 
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c. Kelambanan birokrasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua 

mengimplementasikan amanat-amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mengakibatkan 

belum adanya instrumen-instrumen hukum pendukung pelaksanaan 

otonomi khusus Papua terutama menyangkut pembagian wewenang antara 

pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan tata cara 

pemberian pertimbangan Majelis Rakyat Papua terhadap rancangan 

peraturan daerah khusus. 

2. Sistem Pembagian Wewenang Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota berdasarkan otonomi khusus Papua akan lebih baik apabila  

mempergunakan Sistem Rumah Tangga Daerah Nyata (Riil) dan Tugas 

Pembantuan. Karena setiap daerah kabupaten/kota berbeda-beda potensi 

daerah, kemampuan daerah, kondisi daerah dan kebutuhan daerah. Dengan 

perbedaan-perbedaan tersebut jumlah dan jenis kewenangan dapat ditentukan, 

sehingga minimal megurangi kesenjangan antara daerah yang minus dan 

daerah yang berlebihan. 

3. Untuk mewujudkan pembagian wewenang urusan pemerintahan dalam rangka 

otonomi khusus Papua yang mengandung asas keadilan dipergunakan teori riil 

karena, sewaktu-waktu jika ada urusan pemerintahan daerah yang sudah tidak 

dapat dilaksanakan oleh daerah karena berbagai faktor, urusan tersebut dapat 

dikembalikan ke pusat untuk dilaksanakan oleh pusat sehingga urusan 
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pemerintahan tersebut tidak terbengkelai. Selain itu dapat diadopsi kriteria-

kriteria pembagian wewenang urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan agar pembagian 

wewenang antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota 

berdasarkan khusus Papua dapat dilaksanakan secara proporsional. 

B. S a r a n 

1. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu 

memikirkan dan membicarakan bersama-sama tentang pembagian wewenang 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi khusus Papua 

agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan otonomi daerah, 

termasuk juga mencakup kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi 

Irian Jaya Barat. Atas dasar penelusuran peraturan perundang-undangan 

ditemui bahwa semua daerah otonom kabupaten/kota merupakan hasil 

pemekaran kabupaten-kabupaten induk yang dibentuk berdasarkan Penetapan 

Presiden Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat 

Bentukan Baru juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom 

di Propinsi Irian Barat. Perlu pula membicarakan mengenai kabupaten/kota di  

wilayah Propinsi Irian Jaya Barat karena sangat tidak logis Propinsi Papua 
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mengatur daerah-daerah yang bukan merupakan cakupan dari daerah-daerah 

yang bukan daerah otonom di bawahnya, berhubungan juga dengan 

penggunaan dana otonomi khusus yang selama ini dipergunakan untuk 

membiayai wewenang otonomi khusus. 

2. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu segera 

memikirkan sistem pembagian wewenang penyelenggaraan urusan 

pemerintahan berdasarkan otonomi khusus Papua yang penulis sarankan yaitu 

dengan mempergunakan Sistem Rumah Tangga Daerah Nyata (Riil) dan 

Tugas Pembantuan, serta kriteria-kriteria pembagian urusan pemerintahan 

yang bersifat konkuren agar pembagian wewenang urusan pemerintahan 

dalam rangka otonomi khusus Papua dapat dilakukan secara proporsional, 

sehingga penggunaan dana otonomi khusus yang tiap tahun dialokasikan 

untuk membiayai wewenang otonomi khusus dapat dipergunakan secara 

maksimal dan tepat sasaran. 

3. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Dewan Perwakilan 

Rakyat Papua (DPRP)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu 

memikirkan untuk mengkaji ulang isi kewenangan khusus  yang diamanatkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua dan mengusulkan revisi tentang kepada Pemerintah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). 
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